
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TfrTAItUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 78
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPUI.AUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Mcnimbang a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Akuntansi dan
Staldar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, menyikapi
setiap perubahan regulasi, mengatasi setiap permasalahan
akuntansi seiring beq'alannya pengelolaan keuangan dalam
satu tahun anggaran, Serta untuk terlaksananya kegiatan
pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual Tahun Anggaran 2023, perlu. merubah Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 78 Tahun 2O2l Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulaual Meranti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan
dal Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimala
tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor: 900/BPKAD/ 518 tanggal 23 Oktober 2023, maka
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a darr huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kabupaten Kepulaual Meranti Perubahan Peratural
Bupati Kcpulauan Meranti Nomor 78 Tahun 2021 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran

Mengingat



Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundalg-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46r41;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
20 10 tentang Staldar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan lrmbaral Negara Republik Indonesia Nomor
s16s);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O 16 Nomor 1 14);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O 13
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 157);



I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 202O Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2O23 tentang
Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan Secara Non
T\rnai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 218)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2O2l
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2O21 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kcpulauan Mcranti.
4. Dewan Perwakilan Rallyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggErran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
ada-lah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umr.rm daerah.



11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggar€rn dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukal oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

18. Rekening penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung
penerimaan daerah setiap hari.

19. Rekening Pengeluaraa adalah rekening yang diisi dengan dana yang
bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai kegiatan
Pcmcrintah Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

21. Standar Akuntansi Pemerintahan, yalg selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yangditerapkan dalam men5rusun dan
menyajikan laporankeuangan pemerintah.

22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

23. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar
pen5rusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, pen3rusun
laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

24. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas
PSAP. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis
akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

25. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan €rnggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.

26. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan



fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan
keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

27. Kebijakan Akuntansi yang selanjutnya disingkat KA adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan pralrtik-pralrtik
spesifrk yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman da-lam
men3rusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap Erngg€rrzrn,
antar periode maupun antar entitas.

28. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefrkasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksana€rn anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
PRINSIP DAN DASAR PEI{YUSUNAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyrsunan dan penyajian laporan
keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap
anggarErn, antar periode maupun antar entitas.

Pasal 3

KebijaJ<an akuntansi dibangun atas dasar kerangka
akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada
standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 4

konseptual kebijakan
kerangka konseptual

Kebijakan akuntansi pemerintah daera-h dilakukan berdasarkan komponen
utama kebijakan akuntansi pelaporan dan kebijakan akuntansi akun.

Pasal 5

(l) kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimala ditetapkan oleh
peraturan perundan g-undan gan.

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkal
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar perlakuan atas
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun laporan keuangan
pemerintah daerah.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam L,ampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2



Pasal 8

Fada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 78 Tahun 2O21 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2O21 Nomor 79), diubah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Ditetapkan di Sela
pada Tanggal ar.; ?a1
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Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal e4 la\ernk[t &r)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN MERANTI,

-l-BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR TT



dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Informasi tersebut antara lain:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan

pengukuran Pendapatan Perpajalan-LRA.
2. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro,

pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per
jenis pajak.

b. Akuntansi Pendapatan - LO Perpajakan Daerah

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara
lain adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan,
pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;

2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.
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pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh
pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keselnbangan antar karahertstik Lualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Kepentingan relatif altar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda,
terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan
antara dua karal<teristik kualitatif tersebut merupakan masalah
pertimbangan profesional.
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